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BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

J'-

PERATURAN DAERAII KABUPATEI\ ACEH SINGKIL
NOMOR | 23 TAHLTN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

BISMILL AHIRRAIIMANIRRAHIM
Dn NGA* t"m+nH*Jrffiilfil .*A rA' ALA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) b huruf f' Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Reffibusi
Pasar merupakan jenis R.etribusi Daerah Tingkat II.

b. Bahwa untuk memungut sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
otonomi PropinsiDaerah Istimewa Aceh;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat tr Aceh Singkil;

4. Undang-undang Nomor 22 T ahun I 999 Tentang Pemerintah Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RETRTBUSI PASAR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM.
Pasal I

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ,.

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil..

' b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

c. Kepala Daerah adalahBupati Kabupaten Aceh Singkil.

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh
Singkil.

e. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus
Penerima nada kantor l-)ina,s Pendanatan Daerah Kabunaten Acelr
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g. Fasar arJalah ternpat pertemttan antara pen3ual dan pembeti lrarang -
barang maupun jasa*jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerair.

h. Pasar Daerah ailalah : Pasar lJlnum, Pasar Hervan, Pasar Iltan, yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjut'nya disingkat SKRI)

aclalah surat keputusan yang menentukan besatnya jumlah Rstritlusi

yang terutang.

j. surat Ketetapan Retribusi I)aerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKRDI{B adalah surat keputusan yang menentlrlian

besanlva jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kridit Retribusi'

jumlah kekurangan pembayaran poliok li.etribusi, besarnya sanksi

"d*irriutturi 
dan Pasar Daerah adalah Pasar {Jmum, Pasar l{ewan,

Pasar Ikan, yang dikrrasai olah pemerintah Daerah '

k. Linglcungan Pasar Daerah adalah tempat bei'iuaiam atau tempat lain

diiinglnrngan pasar rvang beradius 300 m'

L Kepila Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Aceh liingkil.
m. Pejabat yang clitun;uk aclalah Dmas Pendapatan Daerah cq. Kepala

UPTD Pasar 1'ang diberi tugas terlentu dibidang retdbusi sesuai

dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku'

n. Jasa Umum adaiah jasa yang ciisediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Dasrah gntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

rrnum serla rlapat dinikmati oleh orang pribadi atau Baclan.

o. Retrubusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada

setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

p. Pelayanan pasar aclalah fasilitas pasar tradisional /sederhana yang

berupa pelataranllos yang rlikelola Pemerintah Daerah, dan khusus

clisediakin untuk pedagang tidak termasuk dikelola oieh Ferusahaan

Daerah (PD) Pasar.

q. Bangunan - bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam

pasflr yang clipergunakan ttntuk keperluan Per{ualan .

f. Rumah Toko (Ruko), aclalah se|uah bangunan tetap beltrentuk

rumair dan tooli yang dibangun dilin.gkungan pasar.

s. Toko gudang adalah sebuah bangunan tetap befbentuk took dan

gudang yang dibangun dilingkuttgan pasar.

t. tcior iauhtr bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding

keliling clan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

rr. Los aclalah sebuah trangunan tetap diclalam pasar yang sifatnya

ter.fuuka dan tampa rlin{ing keliling yang dipergunakan unutuk

berjualan.
v. Fasar lislas I adalah pasal yang rneinililii pendapatan lata - rata

minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

setiap bulan.
rv. Pasar Kelas tr adalah pasar yang memilikim pentiapatan rata - rata

dibawah minirnal Pasar kelas I.

x. Pejabat/pefugas Pasar l)aerah aclalah pejabatlpetugas dalam

lingkungan Fernerintah Daer:ah yang clitunjuk atau cliksluarkan oleh

Kepala Daerah jwnlah yang mesti harus dibayar'

y. Suiat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selaqiutnya disingkat SKRDKBT adalah surat liepulusan y&ng

menenttrkan tambahan atauiumlah Retribusi yang telah ditetapkan'

z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selar{utnya disingkat dengan

STRD aclala surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau

sanksi aclministrasi berupa bunga atau clenda'
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u,. tr ^r . BAB tr
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK' 

Pasal 2

Dengan nama Reuibusi Pasar dipungut pembayslsn Rehibusi atas jasa

. pelayananpasar.

' Paial 3
I - :.

Objek Refribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran /
kiosl los yang disediakan oleh peinetrintah Daerah.

pasal 4

*H* fi:*:"tt 
adalah omns pribadi atau badan yans memanfaatkan

.. BAB M
GOLONG.A.N RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk Golongan retribusi jasa umum.
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BAB TV. CARA MENG{IKUR TINGKAT PENGGTiNAAN JASA
o-

! 
''

r pasal 6
L

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi,
luas/klasifilasi tempat, jasa usaha serfa fasfitas.

BAB V
PITINSIP PENETAPAN, STRIIKTIIR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7.

Prinsif peamtapan Tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi , biaya
perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan , jenis usaha serla
waktu.
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Pasal 8

Besamya Rekibusi Pasar di pasal swadaya, pasar Inpres, pasar - pasar
lairurya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

untuk merubah befirk baagrrna hans alras i''an Kepala Daerah atau
Pejabatyang ditrnjuk-



!' Pasal'10

Apabila didalam waktu 2 (dua)jam sesudah pasar dimulai pemegang tidali
mempsrgunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), pelugas

pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain
yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati dating
pedagang yang menernpati sementara. harus pindah dari tempat itu, dan
pe.rnakaian te.rnpat tersebut diatas, dikenakan dengan tariff harian yang

berialiu.

BAB VI
TATA CARA PE.h,{BAY,{RAN

Pasal 11

(1). Kepaia Daerah menenlukan tanggal jatuh tempo pernbayaran dan
penyetoran Retritrusi yang terutairg paling lama 30 (tiga puluh ) liari
setelah saat terutang.

(2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD: surat Keputusan
Pembetulansurat keberatan putusan dan pufusan banding yang
menyebabakan jumlah Rehibusi yang harus dibayar bertambah, harus

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkan surat tersebut diatas.

(3). Kepala Daerah atas permohonanan wajib Retribusi dapat memberikan
persehrjuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 o/a (dua persen)

setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
(4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penunclaan pembayaran

Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VN
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKF-DBKT,
STRD, Surat Kepulusan Pembetulan, Surat Kepuhrsan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perahran
perundang - undangan yang beriaku.

BAB \TItr
TATA CARA PERT{ruLINGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1). Wajib Retribusi hanrs mengajukan pennohonan secara terlulis kepada

I(epala Daerah untuk memper{ritrurgan pengembalian kelcbihan
pembayaran Retribusi.
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(2). Atas l)asar pennohonana sebagaimana dimaksuci ayat (1) pasal ini alas
keietrihan peinl:ayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dallrhi
dengan uang retribusi yang telah clibayarkan.

(3). Atas permohonana sebagairnana dimaksud ayat (2) pasa.l ini yang
berhak atas kclebilran pembayaran tersebut clapat dipcrhitungkan
ilengarn pembayaran retribusi selanjulnya.

Pasal 14

(1)' Dalam hal kelebihan pernbayaran retribrrsi yang tersisa {ilahikrn
pembayaran sebagaimana dimaksud pasal L8 perafuran Daerah inj,
diterbitkan SKRDLB yang palng lambat z (dua) bulan sejali
diterirnanya peimohonan pengembalian kelebihan pembayaian
retribusi.

(2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana dimaksucl ayat (1) pasal
ini dikembalitrian kepada wajib rehibusi paiing lama 2 (dua) buian
sejak diterbitkannya SKRDLB,,

(3). Pengembalian kelebihan Pembal'a1sn retribusi dilakukan setelah lewat
rvaktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkarurya SKRDLB, kepala Daerah'
memberikan imbalan bunga z o/o (clua persen) sebuian atas
keter{ambatan pembayaran kelebihan retdbusi.

Pasal 15

(1). Pengembalian seiragaimana dimaksud pasal 19 peraturan daerah ini
dilakukandelrgan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan
retribusi (SPMKR).

(2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 peraturan
l)aerah ini diterbitkan hrrkti peminilahan hukuan yang herlakrr juga
setragai peurbal,aran.

BAI] IX
KADALU\qARSA

Pasal 16

(1). Penagilran Retrihusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangl<a rvakfu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , keiuali apabila
wajib refibusi melakukan tindak pidana clibidang retribusi.

(2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (i)
pasal ini tertanggung apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat pal<sa .

b. Ada pengakuan hutang retribusi clari wajib Retribusi baik langsupg
maupun ticlak langsung.
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(1) Piiilang relrihrr<i 1"ang tiii:'"
melakukati p*nagiiian sud;ii

1;1.-i i'.rrenr hll, rrnr '',

rju l<lfi ll5 ,

1, :l

4f. l[

(2). Keprla Dacralt mcnctapk:rn : . - - - -'- ^:::i:rpusan piutrng R:ti'rl.u'i
Daetah )'ang sudah kailalut'Jl:*::-;--:jliliia dimaksuci a1'ai (i) 1:asai

ini.

B.{B r':i
KITENTU'{\ L-L- J; r --

Pasai i I

Ilag pedagaxlg yang trei-fualan di p.'-':: l:;::ii ;ii;raitg ;

a. Berjualan clijalan masuk dan kei:: ,:,,- .,:l:n pengftubung clidalam pasar

Daerah;

b. Beijualan atau menggunakan icn;:: :::n'Oerhentian segala kenclaraan

selain cl;6i tempat yang telair cis;' 1-,i*r1 r:ntr.l!: itu at;ru yang menjadi

liaknya:

c. hdemasang 1,end:r atau menilirikai i;Il:inrn - bangunan di dalam pasar

Dactah. irreurasukak;in sepeda rf{iii. ::1eiia. becak (kecuali pelugas),

teutal* (kecuali Pasar I-Iewan) keilii;:;r F.l-.;r Daerah;

ci. \,'Iengadakan kegiaian memin-iani ',;ng dtngan bunga untuk maksud

menadk keuntungan , baiknvah i:l:i:lkrn srvasta maupufi Pemerintah

tampa seizing kcpatra Dacrah:

e. lv,ieinpergultakan ternpat didaiai-*i p;sar Daet'alt unhrli ficlut ataupuii

menginap taml:a seizin Kepala Daer:i:
f. I)ilarang mimrm - minuman ket'as l:,ru inain-judi didalam pasar Daerah:

g. Memasukakan atau mengeluarkan "oarang kedalam pasar daerair tampa

meialui jalan afau pintu pasar daenh:

h. Melakukan surtu perbuatan diOalani pasar daerah yang sifirtrva ciapat

mengg;rn€Eu keterliban umum;
i. Nlenirnbun atau menyimpan suaiu balang dalam suatu pasar daerah

lebih dari I (satu ton), kecuali -"eian Kepaia Daeralt:
j. Ir4empergulakan sebagai gudang li;u i!:inpat menimbun barang pada

temi:atyang semestinya bukan unrui. iru:

k. Memperriagangtr<an Barang -baranJ didalam Pasar Daerah :/ang mudah

rnenimbulkan kctrakaran dan meie.iak serta dapat membahayakan

keselamafa1umum bagi orang fun b:r.ing tampa seizin Kepala Daerah;

1. fuienyalakan atau mempergunakan api didalam pasar daerah yang dapat

m enimbulkan kebaltaran;
r:r. Bel'fualan diluar loltasi pasat' Da;;.iir daiam jarak 300 (tiga r*tus) t*eter

clart batas pagff pasaf i)aefah" o.e;-uali diternpat penjualan tetap .vang

telah menclapirt izjn clari Kepall D:;tiii:
n. N,lematriai lempat riidalam pasa; m*iebifu baie.s dari areai -vang teiah

ditetapkan;
0. Dilarang mcnerxpatkan barail3 j.rgengan. kendaraan, binatang

rnuatanlfitnggangan ternak be .-.,:. l.r.::l ]'ilng dip*rgr.rnakan lrarang

bangunan alau barang yang ban'al-, ;ri;liiaiiai teinpay ssrta trtelakrriian

pckerjaan atau usalta pada n':.Lt \:lilum pasar dibul(a atau sesudalt



p. N,{asuk clalam pasar bagr penclerita penyakit menular yang clapat

membahayakan orang lain;

* !1. fuIenolak petuqjuk pejabatlpetuga$ pasar daerah demi keteitiban dan

ker;rpian clalam pasar.

BAB XU
PENGAWASAN PASAR

Pasal 19

Iicpala Daerah menunjuk pejabat tertenfu unttk rnelaksanak&n pongalvasail

terhadair pelaksanaan peratura.n Daerah ini.

BAB XM
KETET\ITUAN PIDAhIA

Pasal20

Pelanggaran terhaclap ketenluan - ketentuan dalam peraluran claerah ini
diancarn pidarm kurungan selama -lamanya 6 (enam) bulan atau clenda

sebanyai< * barn'akny 4 (empat) kali retribusi terutang.

( 1).

BAB XIV
PH.\N'IDIIIAN

Pasal2l

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
diberi wewenang khusus sebagai
penyidikan tinrlak pidana dibidang
dirnaksud dalan Undang * Undang
I{ukum Acara Pidana;

lingl'-ungan pemerintah Daerah
penyidik untuk melakukan

Retribusi Daerah sebagaimana

Nomor I tahun1981 tentang

o,.

a

(2). Wervenang perryidik sebagaiiuana diinaksud pada ayat (1) pasai ini
aclalah:

Ivlenerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tttd?k pidana dibidang refribusi Daerah
agal keterangan atau laporan tersebut menjadi iengkap dan jeias;

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang
pribadi alau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

lvleminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehuirungan dengan tin&lk pidana clibidang retribusi Daerah;
Memeril<sa buku-buku, catatan * catatan dan dokumen - dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
I\{elakukan Penggeledahan untuk menmdapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

htlerninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
Menlunrh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bei{angsung dalam

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibarva

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

b.

{tb'



Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau .saksi;
Menghentikan penyidikan,
Meiakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang

dapat dipertanggung j awabkan ;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut lJmum, sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh

Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : SINGKIL

Pada tangeal: 23 JUNI2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil
Pada Tanggal23 Juni 2001 Seri'B Nomor. 5 Tahun-2001

SEKRETARIS DAERAH KABI,]PATEN
ACEH"STNGKIL "i"^.,,-r/l (\/- 
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RIDWAN HASAN.


